
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1278, 2018 KEMENKEU. Orta Sekretariat Komite Pengawas 

Perpajakan. Pencabutan. 

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 117 /PMK.01/2018 

TENTANG  

ORGANISASI DAN TATA KERJA 

SEKRETARIAT KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang :  a. bahwa untuk melaksanakan pelayanan teknis dan 

administratif sebagai pendukung pelaksanaan tugas 

teknis Komite Pengawas Perpajakan, telah ditetapkan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2010 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite 

Pengawas Perpajakan; 

b. bahwa untuk meningkatkan dukungan teknis maupun 

administratif kepada Komite Pengawas Perpajakan, perlu 

dilakukan penyesuaian struktur, tugas, dan fungsi 

Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan; 

c. bahwa penyempurnaan organisasi dan tata kerja di 

lingkungan Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah 

mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat 

Nomor: B/405/M.KT.01/2018 tanggal 6 Juni 2018; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang 
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Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Pengawas 

Perpajakan; 

 

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 51); 

  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.09/2008 

tentang Komite Pengawas Perpajakan sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

63/PMK.09/2016 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.09/2008 tentang 

Komite Pengawas Perpajakan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 636); 

  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian Keuangan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

1926) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.01/2017 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1981);  

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ORGANISASI 

DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOMITE PENGAWAS 

PERPAJAKAN. 

 

BAB I 

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI 

 

Pasal 1  

(1) Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan merupakan unit 

organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang 

secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua 

Komite Pengawas Perpajakan, dan secara administratif 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
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Sekretaris Jenderal. 

(2) Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan dipimpin oleh 

Sekretaris. 

 

Pasal 2  

Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan mempunyai tugas 

memberikan dukungan teknis dan administratif dalam 

pelaksanaan tugas Komite Pengawas Perpajakan.  

 

Pasal 3  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2, Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan 

menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan teknis dan program kerja 

pengawasan terhadap kebijakan perpajakan dan 

pelaksanaan administrasi perpajakan; 

b. pelaksanaan pengamatan, pengkajian, dan penanganan 

pengaduan, masukan, dan mediasi masyarakat;  

c. penyusunan konsep dan pelaksanaan pemantauan 

(monitoring) dan evaluasi atas saran dan/atau 

rekomendasi yang terkait dengan kebijakan perpajakan 

dan penyelenggaraan administrasi perpajakan; 

d. pelaksanaan edukasi kepada masyarakat;  

e. pelaksanaan manajemen data dan informasi;  

f. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja; dan 

g. pengelolaan anggaran, organisasi dan tata laksana, 

sumber daya manusia, kepatuhan internal, risiko, 

kinerja, tata usaha, dan rumah tangga.  

 

BAB II 

SUSUNAN ORGANISASI 

 

Pasal 4  

Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan terdiri atas: 

a. Bagian Umum; 

b. Bagian Pengaduan dan Mediasi; 

c. Bagian Pengawasan Pajak; 
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d. Bagian Pengawasan Kepabeanan dan Cukai; dan 

e. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

BAB III 

BAGIAN UMUM 

 

Pasal 5  

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan 

rencana strategis, rencana kerja, dan pengelolaan anggaran, 

organisasi dan tata laksana, sumber daya manusia, 

kepatuhan internal, risiko, kinerja, tata usaha, dan rumah 

tangga. 

 

Pasal 6  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga 

Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan dan Komite 

Pengawas Perpajakan; 

b. pelaksanaan urusan protokol ketua, wakil ketua dan 

anggota Komite Pengawas Perpajakan; 

c. pengelolaan barang milik negara di lingkungan 

Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan; 

d. pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan 

rencana kerja;  

e. pengoordinasian pengelolaan kinerja pegawai, kepatuhan 

internal, dan manajemen risiko; 

f. pengelolaan sumber daya manusia dan organisasi dan 

tata laksana; dan 

g. pelaksanaan perencanaan anggaran, perbendaharaan, 

akuntansi, dan pelaporan keuangan. 
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Pasal 7  

Bagian Umum terdiri atas: 

a. Subbagian Tata Usaha; 

b. Subbagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia; dan 

c. Subbagian Keuangan. 

 

Pasal 8  

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan 

pengelolaan persuratan, tata usaha dan rumah tangga, 

protokol ketua, wakil ketua dan anggota Komite 

Pengawas Perpajakan, dan pengelolaan barang milik 

negara di lingkungan Sekretariat Komite Pengawas 

Perpajakan. 

(2) Subbagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia 

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

penyusunan rencana strategis, pengelolaan kinerja, 

risiko, kepatuhan internal, sumber daya manusia, dan 

organisasi dan tata laksana. 

(3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan 

perencanaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan 

pelaporan keuangan. 

 

BAB IV 

BAGIAN PENGADUAN DAN MEDIASI 

 

Pasal 9  

Bagian Pengaduan dan Mediasi mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 

dan program, penanganan pengaduan, masukan, dan 

mediasi, penyusunan konsep saran dan/atau rekomendasi 

sehubungan dengan hasil penanganan pengaduan masukan 

dan mediasi, pemantauan (monitoring) dan evaluasi sebagai 

tindak lanjut hasil penanganan pengaduan, masukan dan 

mediasi, pelaksanaan edukasi kepada masyarakat, dan 

pengelolaan/manajemen informasi.  

 

 

www.peraturan.go.id


